
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 

NOMOR 30  TAHUN 2025 

TENTANG 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 

KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peratu ran Bupati 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan. Dan Anak Pada Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kerinci; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5946); 



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4419); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6792); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang 

(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6959); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 



72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Taxnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 532); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 

5); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS 

PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN KERINCI. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kerinci. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan. Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Kerinci. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan UPTD PPA 

adalah UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang dibentuk pemerintah daerah 

dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang 

mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, 

dan masalah lainnya 

8. Tugas dan fungsi adalah Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai 

Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, 

diluar jabatan struktural. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Tipelogi A 

pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Kerinci. 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis urusan 

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak dipimpin oleh Kepala UPTD. 

(2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Kerinci. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA, terdiri dan: 

a. Kepala UPTD; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Pelaksana; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata 

Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala UPTD. 

(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

UPTD. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala UPTD. 

(5) Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati 

mi. 



BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

UPTD PPA 

Pasal 5 

(1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis 

operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan 

bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 

masalah lainnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: 

a. layanan pengaduan masyarakat; 

b. layanan penjangkauan korban; 

c. layanan pengelolaan kasus; 

d. layanan penampungan sementara; 

e. layanan mediasi; dan 

f. layanan pendampingan korban. 

(3) UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk layanan dasar 

dalam Daerah. 

Bagian Kedua 

Kepala UPTD PPA 

Pasal 6 

(1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, 

mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam 

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan 

dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 

diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: 

a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan 

penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; 

b. menyusun program kerja UPTD PPA; 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; 



e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai 

dalam lingkungan UPTD PPA; 

f. melaksanakan administrasi UPTD Mk; 

g. penetapan rencana intervensi dan terminasi pelayanan 

kasus; dan 

h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam. 

Pasal 4 huruf b mempunyai tugas: 

a. penyiapan penyusunan rencana program dan an.ggaran; 

b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.; 

c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia. 

d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data 

korban; 

e. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf d mempunyai tugas menyusun program kerja 

dan membuat laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester 

dan tahunan kegiatan pengawasan kepada Kepala Dinas 

melalui bidang terkait. 

Pasal 9 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 terdiri dan i sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk. 



(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja serta kemarnpuan keuangan daerah. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 10 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala uPTD PPA 

wajib: 

a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi serta kerja sama balk di lingkungan 

internal maupun eksternal; 

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, 

memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahan; 

c. melaksanakan sistem pengendalian internal; 

d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; 

dan 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

(2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya dapat berkoordinasi dengan: 

a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas 

layanan kesehatan lainnya; 

b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di 

bidang social; 

c. rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan balai 

pemasyarakatan; 

d. kepolisian sektor, kepolisian resor, kepolisian daerah; 

e. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi; 

f. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi; 

g. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga 

kerja indonesia; 

h. kantor wilayah Kementerian Agama; 

i. kantor wilayah Kementerian Hukum; 



Ditetapkan di Siulak 
pada tanggal ? Pr°11tme'ffz" 2025 

UPÅ TI KERINCI 

NADI 

/ 

NAL EFENDI 

j. kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia; 

k. perwakilan LPSK di daerah; 

1. L,embaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 

m. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan 

n. Institusi lainnya. 

(3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan 

tugasnya kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan 

Perlindungan Anak. 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon 

IV.a atau setara dengan jabatan pengawas. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan 

struktural eselon IV.b atau setara dengan jabatan 

pengawas. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan. 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

Diundang n di Siulak 
pada ta al 1 fv0vEha OP- 2025 
SEKR RIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR ..° 



Operator Layanan 
Operasional 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR .30 TAHUN 2025 
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN KERINCI 

A. STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA KABUPATEN KERINCI 

Kepala UPTD 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Penelaah Teknis 
Kebijakan  

Operator Layanan 
Operasional 

Konselor 
(Psikologis/Hukum) 

Operator Layanan 
Operasional 

IPengelola Pemberdayaan' 
perempuan dan 

perlindungan anak 

VON
yy............,  BUP TI KERINCI 

ADI 
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